Ezznyessy

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWEI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/269/IV/2019

TENTANG

LEMBAGA PENERIMA BANTUAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2019

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan
kesetaraan yang dilaksanakan lembaga penerima
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan, dengan ini menetapkan lembaga yang
lolos longlist pada Aplikasi Data Pokok Pendidikan
Masyarakat (DAPODIKMAS) untuk ditetapkan
sebagai penerima bantuan tahun anggaran 2019;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Lembaga Penerima
Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
Tahun 2019;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3826);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
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10.

11.

12.

13.

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35
Tahun 2006 tentang Panduan Pelaksanaan
Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan
Pemberantasan Buta Aksara;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14
Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan
Kesetaraan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3
Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan
Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

Peraturan Menteri Nasional Nomor 44 Tahun 44
Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 54 tahun 2013 tentang Standar Kompetensi
Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Nonformal,

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian
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Memperhatikan :

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Pendidikan dan Kebudayaan sebagimana diubah
dengan Permendikbud Nomor 74 Tahun 2016;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kemendikbud Negara/Lembaga, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Permenkeu Nomor:
173/PMK.05/2016;

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan
Pemberantasan Buta Aksara;

2. DAK NONFISIK Direktorat Pembinaan Pendidikan
Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun Anggaran
2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Lembaga Penerima Satuan
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
keputusan dibebankan pada Anggaran Direktorat
Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan
melalui DAK NONFISIK Tahun Anggaran 2019.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 18 April 2019

BUPATI LUWU UTARA,
ttd

INDAH PUTRI INDRIANI
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